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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang – Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperbolehkan calon 
perseorangan dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa; pertama, terjadi 
pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi. 
Kedua, adanya semangat dari pihak pemohon dan lembaga yang menguji (Mahkamah 
Konstitusi) untuk, menata ulang sistem pemilihan kepala daerah demi melindungi hak setiap 
warga Negara dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif 
dengan pendekatan, politik hukum, peraturan perundang – undangan, dan konseptual. Hasil 
dari penelitian ini menyimpulkan: (a) terjadi pergeseran paradigma calon perseorangan dalam 
pemilihan kepala daerah pasca reformasi, (b) terjadi beberapa kendala dalam pemilihan 
kepala daerah pada 9 Desember 2015 yang memberatkan calon perseorangan dalam 
pemilihan kepala daerah, dan (c) perlu adanya rekonstruksi ulang sistem pemilihan kepala 
daerah. 
 





































Ruling of the Constitutional Court Number 5/PUU-V/2007 on Judicial of  Law Number 32 
Year of 2004 on Local Government, which allows independent candidates in local elections 
show that; The first, a paradigm shift of independent candidates in local elections after the 
reform. The Second, the spirit of the applicant and the testing agency (the Constitutional 
Court) to rearrange the system of local elections in order to protect the right of every citizen 
in local elections. This research is a normative approach, politics of law, ragulation of law, 
and conceptual. Results from this study concluded: (a) a paradigm shift of independent 
candidates in local elections after the reform, (b) there are some constraints in local 
elections on December 9 Year 2015 incriminating independent candidates in local elections, 
and (c) the need for reconstruct local elections system. 
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